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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/0472

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO)
TAHUN AJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu diatur petunjuk pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggaran
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem Real Time Online (RTO) Tahun Ajaran
2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494| )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor | 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan
Peserta Didik Baru;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2008 Nomor 41 Seri D);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM REAL
TIME ONLINE TAHUN AJARAN 2018/2019. '

KESATU . Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
dengan Sistem Real Time Online Tahun Ajaran 2018/2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 April 2018

Tembusan :

Walikota Yogyakarta,

Wakil Walikota Yogyakarta;

Ketua DPRD Kota Yogyakarta,

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;

Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta; . .
Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/0472

TANGGAL  :6 April 2018

Petunjuk Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem Real Time Online
Tahun Ajaran 2018/2019

A. Pengertian

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;

2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Real Time Online adalah kegiatan penerimaan
calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi melalui :

a. proses entry,

b. memakai sistem database,

c. seleksi otomatis oleh progam komputer,

d. hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara online pada situs internet atau melalui
Short Message Service (SMS);

5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik
yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan
oleh Daerah;

6. ljazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan
suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian;

7. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah
surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian
Sekolah/Madrasah;

8. Sekolah adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

9. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Orangtua yang
diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;

10. Orangtua adalah orangtua calon peserta didik baru;

11. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang
diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;

12. Pendidikan kesetaraan Paket A adalah pendidikan nonformal setara dengan SD.

B. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem Real Time Online bertujuan memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta
didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas
Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1.

2,

3.

4.

objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang diatur di
dalam Peraturan ini tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;

akuntabel, artinya peneriman peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat
diketahui oleh masyarakat; dan

tidak diskriminatif.

D. Persyaratan

L,

SD
a.Berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada tanggal 16 Juli 2018;
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